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MOTTO 

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu denga njalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

(Terjemah QS.An-Nisa’, ayat : 29)
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1
http://siskanajwa.blogspot.com/2010/10/ayat-al-quran-dan-al-hadits-yang.html, 

diaksespadatanggal 6 Februari 2014, padapukul 20.00 WIB. 

http://siskanajwa.blogspot.com/2010/10/ayat-al-quran-dan-al-hadits-yang.html
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RINGKASAN 

 

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi meupakan realitas perilaku 

manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan 

masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela 

oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis 

dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Kemudian muncul suatu Putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/IV/2006 

tanggal 25 Juli 2006. Dengan keluarnya Putusan tersebut banyak ahli dalam hukum 

pidana dan menyatakan bahwa Putusan tersebut dapat melemahkan kedudukan Pasal 

2 UU No. 31 Tahun 1999. 

Permasalahan dalam penulisan skripsi terdapat dua hal yaitu : Pertama, 

Bagaimana konsep melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, Bagaimana penerapan unsur 

melawan hukum dalam putusan tersebut. 

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : Pertama, pada awalnya dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia para Hakim dalam melakukan penafsiran atas suatu     

tindak pidana menggunakan kedua fungsi melawan hukum tersebut. Setelah adanya 

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang 

membatalkan pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia melawan hukum hanya dipergunakan dalam 

arti formiil saja. Kedua, bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam putusan ini 

sudah tepat mengikuti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
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menjelaskan bahwa hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam tindak 

pidana korupsi harus melihat melawan hukum hanya secara formiil saja. Namun 

menururt penulis, hakim dalam menerapkan unsur melawan hukum secara formil 

kurang cermat, yaitu pada pemeriksaan saksi semua saksi mengatakan bahwa 

pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kontrak kerja dan 

menyalahi kontrak kerja. 

Saran dari skripsi ini yaitu : Pertama, Dalam sistem peradilan pidana Indonesia 

seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan pengertian melawan hukum 

secara materiil dalam penjelasan Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena sifat dari hukum materiil itu adalah 

sangat erat dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu adanya sifat melawan hukum 

secara materiil mewajibkan hakim untuk menggali semua peraturan yang tertulis dan 

tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kedua, bahwa 

penerapan unsur melawan hukum dalam putusan ini sudah tepat mengikuti Yuris 

prudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa hakim dalam 

menafsirkan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus melihat 

melawan hukum hanya secara formiil saja. Menurut penulis, hakim dalam 

menerapkan unsur melawan hukum secara formil kurang cermat, yaitu pada 

pemeriksaan saksi semua saksi mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh 

Terdakwa tidak sesuai dengan kontrak kerja dan menyalahi kontrak kerja yang 

merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana karena akibat dari 

perbuatan terdakwa menimbulkan keuangan negara.  
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